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Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Pemerintah.

(5) Pemberian Konsesi dalam rangka pengusahaan 

pada wilayah tertentu diperairan yang berfungsi 

sebagai Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh 

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), dilakukan melalui mekanisme 

penugasan/penunjukan.

29. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:

115

(1) Pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah, 

pelaksanaan fungsi Keselamatan dan Keamanan 

Pelayaran tetap dilaksanakan oleh kantor 

Kesyahbandaran Utama, Kesyahbandaran dan 

Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada 

Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan 

Pengumpan Lokal dilaksanakan setelah dilakukan 

penyerahan personel, pendanaan, sarana dan 

prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi 

penyelenggaraan Pelabuhan.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 September 2020

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 982

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI


